GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
TAHUN ANGGARAN : 2024
PROGRAM Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
KODE PROGRAM
ANALISA SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Jumlah OPD yang ada di Kota Padang Panjangsebanyak 23 OPD : Bulan Maret 2023
telah dilaksanakan Sosialisasi PUG dan PPRG serta Pembuatan GAP GBS untuk Tahun|
2023 di Kota Padang Panjang dan diiukti oleh 46 orang peserta yaitu Sekretaris OPD dan|
Anggota Fozal Point

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

Akses : Pemahaman peserta yang belum maksimal dalam sosialisasi PUG
Pemahaman peserta yang belum maksimal dalam pelatihan / bimtek
PPRG

Partisipasi : Tidak semua Anggota Focal Point mengikuti Sosialisasi PUG dan
PPRG

Kontrol  : Terbatasnya kapasitas SDM dalam Pelaksanaan PPRG

Manfaat : Kurangnya peran OPD dalam menindalkanjuti sosialisasi PUG dan
Pelatihan PPRG

b. Penyebab Internal

1. Kurangnya pemahanan aparatur tentang strategi pengarusutamaan gender
2. Masih terbatsnya kapasitas SDM dalam melaksanakan PPRG

3. Keterbatasan data Terpilah

4. Kurangnya peran OPD dalam menindaklanjuti hasil pelatihan

c. Penyebab Eksternal

1. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender
2. Budaya yang masih mengutamakan peran kaum pria
3. terbatasnya peran masyarakat dalam PPRG




] 4. Indikator dan Target Kinerja

I [ .
CAPAIAN PROGRAM 3. Tolak Ukur

Jumiah Persentase ARG terhadap APBD

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN | Rp. 59.925.000,-

RENCANA AKSI
RENCANA AKSI

Sub
Kegiatan 1

Masukan

Rp. 59.925.000.-

Keluaran

1. Jumiah Dokumen profil gender anak yang di terbitkan

2. Jumiah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

3. _Jumlah peserta Bimtek bagi Tim PPRG dalam Percepatan PUG

Hasil

Persentase OPD yang memiliki data Terpilah

Padang Panjang, Maret 2023

Dinas Sosiall Pengendaliarm-Penduduk Keluarga Berencana
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM Perlindungan Perempuan

KODE PROGRAM

ANALISA SITUASI 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Jumlah Penduduk Padang Panjang : Laki-Laki : 28.077 Perempuan : 28.293

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 sebanyak 11 orang, Tahun
2019 sebanyak 17 orang, Tahun 2020 sebanyak 8 orang, Tahun 2021 Sebanyak 12
Orang dan Tahun 2022 sebanyak 7 orang

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

Akses : Kurang nya Informasi tentang layanan perlindungan perempuan korban
kekerasan

Partisipasi : Belum Maksimalnya Koordinasi dengan Tim Penanganan Kasus dalam
Perencanaan dan PenanganKasus Perempuan Korban Kekerasan

Kontrol : SOP yang belum memadai

Manfaat : Belum semua perempuan korban kekerasan yang merasa puas
terhadap layanan yang diberikan

b. Penyebab Internal

1. Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Layanan
terhadap perlindungan perempuan

2. Belum optimalnya komitmenoleh pengambil kebijakan dalam pelayanan
kasus perempuan korban kekerasan

3. seringnya mutasi penggantian petugas sehingga pelayanan yang diberikan
tidak optimal

4. belum adanya lokasi yang memadai dalam penanganan kasus perempuan
korban kekerasan

c. Penyebab Eksternal

1. Masih banyak nya korban yang tidak melaorkan kasus nya ke Layanan
dikarnakan malu atau dilarang oleh keluarga terdekat

2. Kurangnya dukungan dari keluarga atau pun masyarakat dalam pelaporan
kasus yang terjadi




CAPAIAN PROGRAM 4  1oiak Ukur

‘2. Indikator dan Target Kinerja

"JUMLAH ANGGARAN | Rp.86.008635,- B
' PROGRAM

| Sub

‘. Kegiatan 1 | Masukan |Rp.86.008635,

sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

Hasil Jumiah kasus perempuan korban kekerasan yang terlayani

} Keluaran |Jumiah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan
i

Padang Panjang, Maret 2023

Kepala
Dinas Sosiall Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Peremptian.dan Perlindungan Anak
/. KotaPadang Panjang,
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